LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG

Menimbang Doa bahwa dalam rangka menunjang
perkembangan pembangunan dan
pertumbuhan perekonomian di Kabupaten
Bandung, diperlukan sistem lalu lintas dan
angkutan jalan yang handal, selamat, lancar,
tertib, aman nyaman, berdaya guna dan
berhasil guna;

b. bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalan
perlu diselenggarakan dengan
mengintergrasikan semua komponen lalu lintas
dan angkutan jalan kedalam satu kesatuan
yang mencakup seluruh  kebijaksanaan
Pemerintah Kabupaten Bandung, berdasarkan
kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan
peraturan yang berlaku;

C. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada
huruf a dan huruf b, maka penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten
Bandung perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.



Mengingat

1.

Undang—-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun  1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indunesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Rerpublik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025) ;

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) ;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993
tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3529);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011
tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis
Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu
Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011
tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5229);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60
Tahun 1993 tentang Marka Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61
Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu
Lintas Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62
Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu
Lintas;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63
Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang
Batas Laik Jalan kendaraan bermotor, kereta
gandengan, kereta tempelan karoseri dan bak
muatan serta komponen-komponennya ;



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64
Tahun 1993 tentang Persyaratan teknis
Pemakaian Bahan Bakar Gas pada Kendaraan
Bermotor;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65
Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung
kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66
Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk
Umum;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67
Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69
Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Pengangkutan Barang di Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70
Tahun 1993 tentang Tarif Penumpang dan
Barang di Jalan ;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71
Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72
Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan
Bermotor;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35
Tahun 1995 tentang Terminal dan Transportasi
Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35
tahun 2003 tentang Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan
dengan Kendaraan Umum;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor
6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan
Partisipasi Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Di  Kabupaten  Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2004 Nomor 29 Seri D);



